KEDUD

WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOKR 34. TAHUN 2021
TENTANG
KAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA

TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Darah
Nomor 14 Tahun 2016 tentang pPembentukan Perangkat Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 63573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat I
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990
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Menetapkan

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3423);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan ILembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan
Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
tentang Peﬁyederh:;\naan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 11);

8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota

Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016
Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN.




BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.

9. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.

4. Sekretaris Daerah adalah gekretaris Daerah Kota Sawahlunto.

n

Perangkat Daerah acdalah unsur pembantu Walikota dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
Pemerintahan yang menj adi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kota Sawahlunto.

j&

Kepala Dinas adalan Kepala Dinas Ketahanan Par.gan, Pertaniar.

dan Perikanan Kota Sawahlunto.

8 Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

9, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok
jabatan fungsional pada masing-masing pengelompokan uraian
fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.

10. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD

adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau

Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang
menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah.
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

(2)

a.

b.

h.

Kepala Dinas;

Sekretariat, terdiri dari:

1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Administrasi Keuangan dan Pelaporan.

Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi
Ketersediaan dan Distribusi Pangan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi
dan Keamanan Pangan.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan
dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi
Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan, terdiri

dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Suh-Substansi Benih/Bibit
dan Produksi Peternakan dan Perikanan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan
Hewan, Perikanan dan Kesehatan Hewan Veteriner.

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana
dan Sarana Pertanian; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan.

Bidang Perkebunan, terdiri dari:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan
dan Perlindungan Tanaman Perkebunan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi
Tanaman Perkebunan.

UPTD.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. f
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(4)

(7)

(1)

Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, huruf d,
huruf e, huruf [ dan huruf g, masing-masing dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e. huruf f
dan huruf g, dipimpin oleh seorang sub-koordinator vang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator
pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin
oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Walikota ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalamr

menyusun perencanaan, perumusan kebijakan daerah serta

mengoordinir program kerja Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. penyelenggaraan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/
bibit ternak dan hijauan pakan ternak serta benih ikan;

b. pcngawasan' peredaran sarana pertanian, perikanan dan
penataan prasarana,

c. pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;

d. pengawasan pengendalian dan penanggulangan hama
penyakit tanaman dan penyakit hewan;

e. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;

f. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; f
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(2)

e

pemberian izin usaha/teknis pertanian;

pemantauan, pengawasan, evaluasi dan  pelaporan
penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan
perikanan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesual
dengan tugas dan fungsinya;

pengawasan program penyuluhan pertanian dan
penyelenggaraan penyuluhan pertanian;

pelaksanaan administrasi Dinas; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi

pengawasan dan memberi pelayanan administratif dan fungsional

kepada semua unsur di lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.

penyelenggara penyusunan rencana, program, anggaran
dibidang ketahanan pangan, pertanian, peternakan dan
perikanan;.

penyelenggara administrasi umum  kepegawaian dan
perlengkapan rumah tangga;

pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
pénataan organisasi dan tata laksana;

pengpordinasian penyusunan peraturan perundang-
undar;%;an;

pengelolaan organisasi dan tata laksana;

pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya.
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(1)

Pasal 6

Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas melakukan urusan kepegawaian, tata wusaha, rumah
tangga, kerjasama, kehumasan dan protokol serta
ketatalaksanaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Sub  Bagian Administrasi  Umum  dan  Kepegawaian

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rancangan dan anggaran sub  bagian
administrasi umum dan kepegawaian;

b. penyelenggaraan urusan rencana kebutuhan, pengembangan
pegawai dan uiusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat,
pemberhentian dan pensiun pegawai;

c. penyelenggaraan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin
pegawai dan evaluasi kinerja pegawai serta kearsipan;

d. penyelenggaraan urusan rumah tangga, keamanan,
kebersihan dan urusan kerjasama, hubungan masyarakat
dan protokol serta evaluasi kelembagaan dan
ketatalaksanaan;

e. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan sub
bagian umum;

f. penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan
Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);

g penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang
serta melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan,
penyaluran, penghapusan dan pemindah tanganan barang
milik negara;

h. penyiapan penvusunan laporan dan administrasi penggunaan
peralatan dan perlengkapan kantor; dan

i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi
Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program dan anggaran
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. f
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diraaksud pada ayat (1),

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi

Keuangan dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

penyusunan rencana dan anggaran Dinas;

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana,
program dibidang ketahanan pangan, pertanian dan
perikanan dan menyiapkan bahan koordinasi dan
penyusunan anggaran di bidang ketahanan pangan, pertanian
dan perikanan;

penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian
pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan dar
revisi anggaran;

pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di
bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikaran dan
penyusunan pelaporan kinerja serta penyusunan pelaporan
dan pendokumentasian kegiatan sub bagian keuangan dan
pelaporan;

penelaahan dan  penyiapan  penyusunan  peraturan
perundang-undangan;

penyelenggaraan urusan akuntansi, verifikasi keuangan dan
urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara
bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah
membayar dan pengurusan gaji pegawai serta melakukan
administrasi keuangan,;

penviapan dokumen pertanggungjawaban dan pengelolaan
dokumen keuangan dan penyusunan laporan keuangan serta
penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan
dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan olen pimpinan sesuai

dengan tugasnya.
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(1)

Bagian Ketiga
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 8

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan

pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan pelaksenaan program dan koordinasi di bidang
ketahanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang
ketahanan pangan,;

c. penyiapan‘ pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
ketahanan pangan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
ketahanan pangan;

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di
bidang ketahanan pangan;

f. penyiapan bahan koordinasi dalam pengelolaan cadangan
pangan daerah dan informasi harga pangan pokok daerah;

g. penyiapan bahan dan pelaksanaan komunikasi, informasi dan
edukasi penganekaragaman dan keamanan pangan,;

h. penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan
lokal yang belum ditetapkan pusat dan provinsi; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan
Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
bahan koordinasi, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di
bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan dan
Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi: f
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(2)

a. penyusunan rencana dan anggaran seksi ketersediaan dan
kerawanan pangan;

b. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan dan kerawanan
pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber dava
ketahanan pangan lainnya;

c. penyiapan bahan analisis dan pengkajian ketersediaan dan
penanganan kerawanan pangan;

d. penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaarn
kebijakan ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan,
penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
ketahanan pangan lainnya;

e. penyiapan bahan bimbingan teknis ketersediaan dan
penanganan kerawanan pangan, penyediaan infrastruktur
pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;

. penyiapaan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan
pelaporan ketersediaan dan kerawanan pangan;

g. penyiapan bahan analisis dan kajian k=tersediaan pangan
daerah dan intervensi daerah rawan pangan,

h. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi
ketersediaan dan kerawanan pangan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan

Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberian

bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang

konsumsi dan keamanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi dan

Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana dan anggaran di bidang Konsumsi dan
Keamanan Pangan;

b. penyiapan bahan  koordinasi di bidang konsumsi,
penganekaragamanr konsumsi pangan dan pengembangan

pangan lokal serta kerjasama, pengawasan dan informasi

keamanan pangar,
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(1)

c. penyiapan bahan analisis dan kajian serta penyusunarn
rumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi,
penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

d. penyiapan bahan bimbingan teknis, supervisi, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan kegiatan di hidang konsumsi,
pen'ganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

e. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per
komoditas per kapita per tahun, tingkat konsumsi energi dan
protein masyarakat per kapita per tahun dan Pola Pangan
Harapan (PPH) tingkat konsumsi serta penyusunan peta pola
konsumsi pangan;

f. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam,
Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumberdaya
lokal dan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non
beras non terigu, pengembangan pangan pokok lokal serta
bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan
pangan keluarga;

g. penyiapan bahan kerjasama antar lembaga pemerintah,
swasta dan masvarakat dalam percepatan penganekaragaman
konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal;

h. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar
yang beredar, scrtifikasi jaminan keamanan pangan segar,
Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) serta bahau-bahan
komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;

i. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan
konsumsi dan keamanan pangan; dan

j. pelaksanaan tugas lainnya yvang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
Pasal 11

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan
pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di

bidang tanaman pangan dan hortikultura.
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(2)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan kcbijakan perbenihan, produksi, perlindungan,
pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan
dan hortikultura;

b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

c. pengawasan peredaran, dan sertifikasi benih di bidang
tanamari.pangan dan hortikultura;

d. pemberian' bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang tanaman pangan dan hortikultura;

e. pengendalian dan  penanggulangan hama  penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. pemberian  bimbingan pascapanen, pengolahan  dan
pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman
pangan dan hortikultura;

h. pemantauan dan cvaluasi di bidang tanaman pangan dan
hortikultura; dan

i. pelaksanaan tugas lain yvang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan,
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta
evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang tanaraan pangan
dan hortikultura.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1),
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan,
Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai
fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan rencana, anggaran dan
kebijakan seksi perbenihan dan perlindungan tanaman

pangan dan hortikultura; f
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(2)

b. penyiapan bahan penyediaan, pengawasan peredaran benih,
mutu benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber
benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan
pengembangan varietas unggul serta bahan rekomendasi
pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;

e. penyiapan bahan pengendalian serangan, pengamatan,
pengendalian dan pemantauan serta bimbingan operasional
pengamatan dan  peramalan  Organisme  Pengganggu
Tumbuhan (OPT);

f. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

g. penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan
perlindungan di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

h. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan; dan

i. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.
Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melakukan

penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan,

pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi

produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi
produksi tanaman pangan dan hortikultura;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan
produksi di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

c. penyiapan bahan kebijakan produksi dibidang tanaman
pangan dan hortikultura;

d. penyiapan bashan rencana taman dan produksi di bidang
tanaman pangan dan hortikultura;

e. penyelenggaraan bimbingan peningkatan mutu dan produksi
di bidang tanaman pangan dan hortikultura;

f. penyelenggaraan bimbingan pencrapan tcknologi budidaya di
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(1)

(2)

bidang tanaman pangan dan hortikultura;

g. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan, Keschatan Hewan dan Perikanan
Pasal 14

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan dan
pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi
benih/bibit, pakan, produksi pengolahan hasil dan memberikan
rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di bidang
peternakan, kesehatan hewan, dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, kesehatan
hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil
di bidang peternakan, kesehatan hewan dan perikanan;

b. pengolahan sumber daya genetik hewan dan ikan;

c. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi
peternakan dan perikanan serta pemberian izin/rekomendas:
Kesehatan Hewan, lkan dan Surat Izin Usaha Peradagangan
(SIUP) untuk membudidayakan peternakan dan perikanan;

d. pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan
pemasaran hasil di bidang Peternakan, Kesehatan Hewan, dan
Perikanan;

e. pengawasan pemasukan, pengeluaran hewan dan ikan serta
produk hasil hewan dan ikan;

f. pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan, kesehatan
hewan dan ikan;

g. pemberian rekomendasi sertifikasi persyaratan teknis
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan dan
ikan; dan

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan
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Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Benih/Bibit dan

{’7

Produksi Peternakan dan Perikanan mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyesuaian kebijakan,
pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang
perbaikan dan produksi peternakan dan perikanan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Benih/Bibit dan

Produksi Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran,
penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan dan produksi di
bidang peternakarn;

b. pengumpulan data verifikasi, analisis, penyiapan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta
pelaporan pelaksanaan pembinaan cara perbaikan ikan yang
baik dan pembesaran ikan yang baik, menyediakan benik
ikan, calon induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon
induk atau benih ikan di bidang perikanan;

c. penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan,
benih/bibit dan Hijauan Pakan Ternak (HPT);

d. penyediaan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran
hijauan pakan hcwan serta pengawasan produksi, mutu,
pakan, benih /bibit;

€. penyiapan pengolahan sumber daya genetik hewan dan ikan
melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;

f. penyelenggaraan bimbingan peningkatan produksi ternak dan
perikanan;

g. penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternakan dan
kelompok pembudidayaan ikan (pokdakan);

h. penyusunan pelaporan dan perdokumentasian kegiatan; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.
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Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan,

Perikanan dan Kesehatan Hewan Veteriner mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan
dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan keschatan
masyarakat veteriner.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Hewan,

Perikanan dan Kesehatan Hewan Veteriner menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan rencana anggaran dan kebijakan;

b. penyiapan bahan pengawasan dan mutu serta peredaran obat
hewan dan ikan;

c. penyiapan bahan pengamatan pencegahan dan
pemberantasan penyakit hewan dan ikan;

d. penyiapan persyaratan teknis kesehatan hewan dan ikan
serta perktibitan keterangan keschatan hewan dan ikan;

e. penyelenggaraan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan
dan ikan, penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan
pembukaan daerah wabah penyakit hewan dan ikan yang
menular;

f. penyiapan bahan penilaian penerapan penangan dampak
limbah, higienis dan sanitasi usaha produk hewan dan ikan;

penyiapan bahan  pemberian  sertifikasi usaha dan

aQ

merekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi
pengeluaran dan pemasukan produk hewan,;

h. pényiapan bahan penyakit menular dan penularan zoonosis
serta bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan
qurban;

i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian keschatan

hewan dan keschatan masyarakat veteriner; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.
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(2)

(1)

Bagian Keenam

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuiuhan
Pasal 17

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan

pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di

bidang prasarana, sarana dan penyulihan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, dan
penyuluhan pertanian;

b. penyusunan program pertanian;
penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi
pertanian;

e. penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida,
serta alat dan mesin pertanian;

f. penyelenggaraan bimbingan pembiayaan pertanian;

g. penyelenggaraan fasilitasi investasi pertanian;

h. penyelenggaraen bimbingan dan penguatan kelembagaan
pertanian;

i. penyelenggaraan bimbingan dan peningkatan kapasitas
ketenagaan penyuluhan pertanian;

j. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang
prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 18

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana dan
Sarana Pertanian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian
bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang
prasarana dan sarana pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Prasarana dan

Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi: f
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(2)

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di
bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang
Prasarana dan Sarana Pertanian;

c. penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan
jaringan irigasi tersier, penghitungan penyediaan pupuk,
pestisida, alat dan mesin pertanian;

d. penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi,
optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;

e. pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat
dan mesin pertanian;

f. penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna
lahan pertanian;

g. penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan
pemakai air dan supervisi pembiayaan dan investasi
pertanian;

h. penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan di
bidang Prasarana dan Sarana Pertanian; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnyad.
Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan

kebijakan, pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis serta

pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan, ketenagaan

dan metode, serta informasi penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayac (1),

Kelomnpok Jabalan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan

menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di
bidang penyuluhan pertanian;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
kelembagaan, ketenagaan dan metode, serta informasi
penyuluhan pertanian;

c. penyiapan bahan penyusunan program = penyuluhan

pertaniar;
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d. penyiapan bahan materi, informasi, media dan pengembangan
metodologi di bidang penyuluhan pertanian;

e. penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem
manajemen informasi penyuluhan pertanian dan pengelolaan
database di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian;

f. penyiapan bahan penguatan dan pengembangan serta
peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan pertanian dan
kompetensi kerja penyuluh pertanian;

g. penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian, pemberian
penghargaan, fasilitasi sertifikasi dan akreditasi bagi
penynluh pertanian dan kelembagaan penyuluhan pertanian;

h. penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan
kepada kelembagaan penyuluh pertanian;

i. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di
bidang penyuluhan pertanian; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.
Bagian Ketujuh
Bidang Perkebunan
Pasal 20

Bidang Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan
teknis, serta pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan,

pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang

perkebunan;

c. pengawasan peredaran dan sertifikasi benith di bidang
perkebunan;

d. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di
bidang perkebunan;

e. pengendalian dan  penanggulangan hama  penyakit,
penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim

di bidang perkebunan;
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f. penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakarar
di bidang perkebunan;

g. pemberian  bimbingan  pascapanen, pengolahan  dan
pemasaran hasil di bidang perkebunan;

h. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang

perkebunan;

i. pemantauan daa evaluasi di bidang perkebunan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.
Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan

Perlindungan  Tanaman  Perkebunan mempunyai tugas

melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,

pelaksanaan, dan pemberian  bimbingan  teknis  serta

pemantauan, evaluasi perbenihan dan perlindungan di bidang

perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan

Perlindungan Tanaman Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di
bidang perbenihan perlindungan perkebunan,;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan, perbenihan dan
perlindungan di bidang perkebunan;

c. penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan benih
tanaman di bidang perkebunan;

d. pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman di bidang
perkebunan;

e. penyelenggaraan sertifikasi benih dan pengendalian sumber
benih tanaman di bidang perkebunan;

f.  penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan
varietas unggul;

g. penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran
benih yang beredar;

h. penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan
benih;

i. penyiapan bahan pengendalian Organisme Pengganggu
Tumbuhan (OPT);
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j. melakukan penyiapan bahan pengamatan Organisme

Pengganggu Tumbuhan (OPT);

k. penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT), bimbingan operasional
pengamatan dan  peramalan Organisme  Pengganggu
Tumbuhan (OPT);

. pengelolaan data Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);

m. penyiapan bahan bimbingan kelembagaan Organisme
Pengganggu Tumbuhan (OPT);

n. penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu;

0. penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim;

p. penyiapan bahan penanggulangan bencana alam,;

q. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis perbenihan
dan perlindungan di bidang perkebunan;

r. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di
bidang perbenihan perlindungan perkebunan; dan

s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnva.

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman

Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan

teknis serta pemantauan dan evaluasi produksi di bidang

perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi Tanaman

Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di
bidang produksi perkebunan;

b. penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di bidang
perkebunan;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan produksi
tanaman di bidang perkebunan;

d. penyelenggaraan bimbingan peningkatan mutu dan produksi

tanaman di bidang perkebunan;

g

penyelenggaraan bimbingan penerapan teknologi budidaya

f

tanaman di bidang perkebunan;
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penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di
bidang produksi perkebunan; dan
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugasnya.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas

teknis daerah pada Dinas secara profesional sesuai dengan keahlian

dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yvang terbagir dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahlian.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koodinator pelaksarna
fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup tugas
dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional
scbagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas
koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok
sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian
fungsi.

Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat

yang berwenang.
Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas, sub-koordinator dibantu oleh
jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dar keterampilan.
Selain jabatan fungsional, sub-koordinator dapat dibantu oleh
jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-
masing kelompok sub-substansi ditentuken sesuai dengan
kebutuhan dan beban kerja kelompok sub-substansi yang
bersangkutan.
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(2)

Pasal 26

Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan
sebagai sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur
jabatan fungsional yang bersangkutan.

Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial seiara jabatan
pengawas sesuai dengan  kelompok sub-substansi pada

masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Bagian Kedelapan
UPTD
Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis

penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

Pasal 28

Ketentuan Jebih Ilanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi,

uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Walikota.

(1)

(3)

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, serta Kelompok
Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun
antar satuan organisasi di lingkungan Dinas sesuai tugas
masing-masing.

Setiap pimpinan mengawasi bawahannya, dengan ketentuan
dalam hal terjadi penyimpangan, harus mengambil langkah-
langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Setiap  pimpinan  bertanggung jawab memimpin  dan
mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
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(4) Setiap pimpinan mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan
berkala secara tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan dari bawahannya
diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan
laporan lebih lanjut.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, Pimpinan dan unit organisasi di
bawahnya mengadalkan rapat berkala dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahan.

BABV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Pejabat Struktural
yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap
melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 31
Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor
31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita
Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) sampai dengan
dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai
sub-koordinator berdasarkan Peraturan Walikota ini sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, keterituan Pasal 10.
Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90
dan Pasal 91 dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tala Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2020 Nomor 70) dicabut dan dinyatakan tidak
berlalku.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal %0 Pesember 2021

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 3 Deseniber 2021

SEKRETARIS DAERAT OTA SAWAHLUNTO,

e

AMBUN KADRI
BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2021 NOMOR Bq
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LAMPIRAN 1

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

;:ur.{oniﬁ TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

[ STRUKTUR ORGANIASASI DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

KEPALA

SEKRETARIS

[ It
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